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ABSTRACT

The objective of this research is to know the pattern of voting behavior
the 1999 election and the rule of local elite in political mobilization. This
rch took place in Lekkong, Padang Malua and Riso. These kampungs
muslim community and part of Pinan Village in South Sulawesi. TI%e
of research is descriptive-qualitative. 'Fhe data were collected by obser-
1on and interview to be done by the chosen informans. The data were
ized by qualitative method too, and then be interpretated by formal logic
verstenen method.
The results showed that the 1999 election of reformation era, parties got
tivarie?/ supporters, but Golkar Part% was still the winner. The Golkar
got 61 percent suppoters, while PKB got about 9 percent, PAN got 18
nt, PPP got 7 percent and PBB got 3 percent. The voting behavior is
on the aliran politics and the patron-client relationship. The santri
unity voted a party based on the aliran politics, es ecially for
ammadiyah who support PAN, and the other voters followed their
tron, who voted Golkar Party or PKB. The patron-client relationship vari-
e more dominant then the aliran politics. But in the last election (1999)
Id be indicated as a rise of aliran politics for santri community. The rela-
hip patron-client was being in the semi-urban and abangan communi-
- The internal conflict of local elite also influenced the varian of voting,
use they had political interest or political afiliation. A numbers of voter
rationality to vote, especially for adult where they had not an Islamic
*ducation backround. But some of them participated in the 1999 election, not
nly as voters, but also as candidates.

Key Words: voting behavior -- patron client -- aliran politik - local elite-- muslim
community
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PENDAHULUAN

Kajian terhadap perilaku memilih (voting behavior) dalam pem
menarik dan penting dikembangkan pada era reformasi ini. Urgensi d&
daya tarik kajian ini, terutama karena kita sudah memasuki suatu e
baru yang terbebas dari hegemoni kekuasaan orde baru yang otorites
militeristik. Suatu era di mana partai politik tidak dibatasi jumla
sehingga semakin kompetitif dalam memperebutkan dukungan
dari masyarakat melalui pemilihan umum. Pada pemilu 1999 lalu part
peserta pemilu mencapai 48 partai, suatu jumlah yang fantastis bag
negara yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Sementara pac
pemilu sebelumnya hanya diikuti 3 organisasi politik, masing-masing PP
Golkar dan PDI. Masyarakat pun semakin bebas mengekspresikan aspiras
politik sesuai dengan partai yang diinginkan. Dengan kebebasan itu ma
dukungan pada partai semakin murni, bukan hasil mobilisasi polit
apalagi hasil rekayasa perolehan suara seperti pada pemilu masa Orde
Baru. Dalam situasi seperti itulah perilaku memilih sebagai wahans
demokratisasi politik pada era reformasi ini menjadi penting artinya.

Ada beberapa orang telah meneliti perilaku pemilih, tetapi keb:
nyakan pada masa Orde Baru dimana kompetisi politik sangat tid
seimbang dan penuh rekayasa. Studi tersebut antara lain dilakuka
Gaffar,! Kristiadi,> Mulkhan,® dan Taqwa.! Gaffar terutama mengka
pertama Konsistensi seseorang memilih partai di luar Golkar, sementz
Golkar memobilisasi dan mengintimidasi rakyat untuk memilih Golka
Kedua, menguji pendekatan sosio-religius Geertz mengenai pemilihan tig:
aliran politik yaitu Santri Abangan dan Priyayi sebagai variabel utama,
selain variabel identifikasi kepartaian, kepemimpinan dan kelas sosial
Studi Kristiadi terutama mempersoalkan mengapa seseorang memberikan
dukungan dan memilih partai dalam pemilu yang tidak kompetitif.
suasana feodalistik, pemahaman rendah tentang arti dan makna pemila
sebagai mata rantai pengambilan keputusan politik. Studi Kristiadi lebik
menekankan pada pendekatan sosio-budaya sebagai penjelasan perilaka
memilih dengan mengacu pada pola anutan sebagai budaya paternalitik
Sedang studi Taqwa terutama menyoroti perubahan perilaku memilih
dari partai Islam ke partai pemerintah, Golkar.

Meskipun sudah beberapa orang yang telah melakukan studi tentang
perilaku memilih, tidak berarti bahwa materi yang diteliti sama persis
dengan topik di atas. Ada beberapa hal yang berbeda dan baru yang
sekaligus menjadi alasan obyektif studi ini. Pertama, penulis telah
melakukan penelitian tentang perubahan dan pola perilaku memilih
ummat Islam, 1971-1987 di salah satu komunitas tersebut (Lekkong).
Dengan demikian, penelitian ini juga dimaksudkan untuk meninjau ulang
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perilaku memilih komunitas muslim (ummat Islam) dalam situasi politik
yang telah berubah. Penelitian ini (Taqwa, 1996) menunjukkan bahwa:
(1) dengan dukungan birokrasi dan militer, perilaku memilih ummat
berubah secara drastis, dari partai Islam (PPP) ke Golkar. Perubahan itu
terutama karena secara sosial ekonomi ketergantungan komunitas
muslim terhadap birokrasi pemerintah semakin meningkat. Pada saat
bersamaan tekanan atau mobilisasi politik dari pemerintah yang
didukung militer, baik secara koersif maupun persuasif semakin intens
pula. (2) bagi sebagian ummat perjuangan politik masih terbuka jika
proses pemilihan itu berlangsung demokratis, bebas dan terjaga
kerahasiaannya. Bagi mereka yang masih konsisten dengan perjuangan
Islam, ide perjuangan politik melalui partai hanya merupakan kesem-
patan tertunda.’

Kedua, ketiga kampung yang menjadi lokasi penelitian merupakan
komunitas muslim di luar pulau Jawa yang sekaligus mewakili dua varian
budaya politik dan aliran keagamaan yang berbeda, antara santri dan
non-santri. Lekkong mewakili komunitas santri-modernis, Padang malua
dengan abangan atau komunitas-tradisional, sedangkan Riso mewakili
komunitas semi urban yang didominasi kalangan birokrat (priyayi).

Perilaku memilih (voting behavior) sebagai proses pengambilan
keputusan politik, tidak muncul dengan sendirinya tetapi merupakan
akumulasi dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik yang
melekat pada diri pemilih maupun faktor situasi politik. Faktor tersebut
tara lain stuktur sosial, aliran budaya, kepentingan ekonomi dan situasi
litik saat pemilu berlangsung. Pada era Orde Baru komunitas muslim
endapat tekanan politik dari penguasa (the ruling party), sehingga tidak

as mengekspresikan pilihan politiknya. Sedangkan pada era reformasi
lasumsikan masyarakat sudah bebas mengekspresikan pilihan
litiknya, dan pemilu pun diakui sudah berlangsung demokratis. Dengan
basan itu, diharapkan cita-cita sosial politik bernafaskan Islam akan
ktualisasi. Faktor peranan elit lokal juga sangat menentukan besarnya
ungan pada suatu partai politik dalam pemilu. Elit lokal selama ini
eran sebagai mediator bagi kepentingan elit politik kota dengan
unitas muslim di desa.

Berangkat dari pemikiran itu, ada tiga permasalahan pokok yang
jadi fokus penelitian ini: (1) Bagaimana variasi perilaku memilih pada
ilu 1999 di kalangan komunitas muslim santri dengan non-santri ?
(2) Bagaimana peranan elit lokal dalam kehidupan politik, khususnya
ialisasi dan mobilisasi politik dalam pemilihan umum?
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Kerangka Pemikiran Teoritis

Voting behavior dalam kamus sosiologi didefinisikan sebagai the
cision making processes and the social factor influencing pattern of votin
Konsep perilaku memilih ini tidak hanya melihat pada polanya, te
juga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rangs
menentukan pilihan terhadap partai atau kandidat pada suatu mome
politik, seperti pemilu. Setidaknya ada 3 mashab yang populer dan serz
menjadi acuan studi voting, yaitu (1) mashab sosiologis yam
dikembangkan oleh Colombia’s University Bureau of applied sosial scie:
(2) mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michig
Survey Research Center; dan (3) mashab yang menekankan pad
pendekatan ekonomis.”

Mashab sosiologis yang cenderung dinilai deterministis mempercay
bahwa kelas sebagai pengelompokan sosial sekaligus merupakan landas:
pengelompokan politik. Sedangkan mashab psikologis lebih menekank:
pada 3 aspek dalam voting, yaitu keterikatan pada partai, orientasi pads
calon presiden dan legislatif, serta isu-isu politik yang berkemba
Sementara itu, mashab ekonomis lebih memperhatikan pertimbangz
untung rugi bagi memilih dalam memilih partai atau kandidat. Par
mana yang paling besar memberikan keuntungan ekonomi, maka ak
semakin besar pula peluangnya dipilih.

Meskipun teori tersebut berkembang di Amerika dan Eropa, namus
terdapat bukti-bukti empiris yang mendukung teori itu berlaku di ta
air, selain terdapat pula bukti yang kurang mendukung. Yang mendukung
misalnya pada masa Orde Baru mobilisasi politik sangat gencar, sehinggs
demi menjamin kesinambungan usaha atau pekerjaannya, banyak ¢
ang terpaksa memilih Golkar. Namun jika dihubungkan dengan mashas
psikologis yang salah satunya menekankan pada orientasi calon presiden
dan parlemen, tampaknya masih perlu dikaji ulang. Alasannya sistem
memilihan umum kita selama ini, setidaknya yang telah berlalu tidak
menganut sistem distrik bagi anggota parlemen, dan bukan pemili
langsung bagi calon presiden dan wakilnya. Dalam sistem ini peluang
untuk menjadi anggota parlemen lebih ditentukan pimpinan partas
ketimbang pemilih (konstituen).

Pemanfaatan teori di atas sebagai pisau analisa perilaku me
(voting behavior) perlu didukung teori lain yang berhubungan dengan
teori perilaku dan atau budaya politik dari tanah air. Teori Geertz tenta
politik aliran melalui trikotominya, Abangan, Santri dan Priyayi dan teom
Wertheim tentang politik patron client juga menjadi acuan dalam kajian
ini. Dengan politik aliran berarti tiap partai politik senantiasa terkait
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dengan para pengikut dari suatu kebudayaan tertentu di tingkat bawah.
Suatu pengelompokan politik atau afiliasi politik yang didasarkan pada
aliran budaya yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan
kerangka itu, Kuntowijoyo mengklasifikasikan elit birokrasi atau priyayi
bergabung dalam PNI (Partai Nasional Indonesia), kaum abangan
kedalam PKI (Partai Komunis Indonesia), dan kaum santri kedalam
Masyumi dan NU.* Keempat partai ini menjadi kekuatan terbesar dalam
perpolitikan nasional 1950-an sampai 1960-an. Klasifikasi di atas
meskipun ada konsistensi, tetapi diakui oleh Kuntowijoyo ada perten-
tangan, karena tidak ada perbedaan tajam dalam orientasi budaya antara
PNI dan PKI. Sebagaimana tidak adanya perbedaan tajam antara
abangan dan priyayi yang sama-sama longgar dengan nilai-nilai Islam.
Dia mensinyalir pasca tahun 1965 merupakan akhir dari pertarungan
politik aliran, karena telah terjadi perubahan di mana kaum abangan
dan priyayi semakin banyak memasuki sekolah agama, sebaliknya kaum
santri banyak memasuki sekolah umum.®

Pendekatan Geertz masih banyak digunakan untuk menganalisis
perilaku memilih. Penelitian Mulkhan misalnya masih mengacu pada
frikotomi Geertz.”? Alasannya, bahwa proses hegemonisasi dalam sistem
pengetahuan ummat belum terlalu merata di pedesaan, dibandingkan
dengan perkotaan yang banyak dilihat oleh Kuntowijoyo. Pendidikan
¥ang belum merata, di mana pendidikan di luar pulau Jawa masih
fertinggal, khususnya di kawasan Timur Indonesia, menjadi salah satu
peluang masih memungkinkan berlakunya trikotomi Geertz tentang
politik berdasarkan aliran.

Menurut King pemilu 1955 memiliki kesamaan dengan pemilu 1999
am hal perilaku memilih yang berbasis aliran.”® Hal ini menunjukkan
hwa meskipun pemilu pertama dan terakhir sudah berselang 44 tahun,
amun politik aliran masih mewarnai pesta demokrasi itu. Dengan
angka berpikir ini diasumsikan bahwa pemilu 1999 lalu, masyarakat
ilih atau berafiliasi pada partai atas dasar sealiran budaya politiknya,
sperti pada 1955. Kalau demikian yang terjadi, maka diasumsikan
wa sebagian besar kaum abangan memilih PDI-P, Priyayi atau
at, teknokrat masih sebagian besar memilih Partai Golkar, dan kaum
i sebagian besar memilih partai yang berlabel atau barbasis ummat
. seperti PPP, PKB, PAN dan PBB serta pendatang baru Partai
2adilan (PK) yang banyak didukung mantan aktifis muslim kampus.
cenderungan ini didukung oleh realitas politik dimana ketiga kelompok
plitik di atas (nasionalis, kekaryaan-golongan fungsional dan
gamaan-Islam) yang mendominasi DPR.

Dalam politik patron-client pengelompokan politik tidak didasarkan
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atas aliran budaya atau solidaritas kelas, tetapi didasarkan pada
hubungan antara para patron dengan client-nya. Hubungan tersebut
merupakan hubungan yang berantai yang tiada putus-putusnya.”
Perwujudan hubungan patron client ini menurut Usman adalah adanya
perbedaan jarak sosial yang lebar antara patron dan client, baik secara
ekonomi maupun politik. Client yang lemah selalu dituntut untuk setia
dalam rangka memperkuat patronnya. Dan kesetiaan itu semakin
diperlukan pada saat patron dalam situasi tertentu, seperti pemilu.
Sebaliknya patron pun memberikan bantuan baik ekonomi maupun
berupa jasa (keuangan) kepada klientnya sebagai reward terhadap
kepatuhan itu.

Dalam kerangka melihat politik patron client dalam arena pemilu,
peranan elit lokal penting diperhatikan, baik itu elit adat, agama maupun
birokrasi-militer. Alasannya sebagian besar perilaku politik ummat,
khususnya perilaku memilih ditentukan oleh elit lokal yang berperan
sebagai perantara elit politik ummat di kota, sekaligus menjadi
penerjemah kepentingan politik ummat (massa muslim). Karena itu elit
lokal dapat menjadi mobilisator untuk mempengaruhi pemilih, karena
pemilih sebagai client telah berutang budi pada patron.”® Aspek sosialisasi
politik juga penting diperhatikan, baik oleh Golkar bersama jajarannya
maupun oleh elit lokal dan partai Islam yang telah dilakukan jauh
sebelumnya. Dengan sosilisasi itu, maka cita-cita sosial politik dan
kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi harapan sebagian besar
komunitas muslim. Walaupun internalisasi (Berger, 1990: 198) nilai-nilai
politik tersebut berbeda antara satu komunitas dengan lainnya yang akan
berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku politik sehari-hari.
Intensitas :sosialisasi dan mobilisasi politik terhadap masyarakat akan
berpengaruh pada kecenderungan berlakunya politik aliran dan politik
patron client, di mana pemilih mengikuti aliran budaya atau patronnya.
Dalam kerangka itulah variabel-variabel ini mempunyai keterkaitan
antara satu dengan yang lain. Selanjutnya variabel tersebut, secara
bersamaan atau berdiri sendiri akan memberikan kontribusi bagi variasi
pilihan dan pergeseran perilaku pemilih, baik di komunitas santri
maupun non santri.

CARA PENELITIAN

Penelitian bertipe deskriptif juga akan membandingkan (komparatif)
tiga komunitas yaitu komunitas santri (Lekkong), abangan (Padang
Malua) dan priyayi (Riso). Ketiga komunitas itu sebagian besar memiliki
hubungan kerabat dan secara administrasi pemerintahan merupakan satu
desa (Pinang), namun ketiganya berbeda dalam hal paham (aliran)
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amaan dan orientasi dinamika politik. Data terdiri dari data primer
sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah dan
i politik serta ormas yang memiliki basis di ketiga komunitas itu.
ta primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara bebas-
dalam sesuai dengan kebutuhan, terhadap aktifis partai, pemimpin
as dan tokoh masyarakat lain. Informan dalam wawancara
dalam dipilih secara sengaja (purpossive) yang dinilai mampu
berikan informasi sesuai kasus penelitian dengan tetap diperhatikan
akilan kelompok sosial yang ada.

Data dianalisis secara kualitatif dengan memetakan afiliasi partai

g didukung pemilih dalam pemilu kemudian dihubungkan dengan
iran politik keagamaan dan peranan elit lokal atau patron. Hasil analisis
udian diinterpretasikan menurut komunitas sebagai unit analisis.
tuk memberi makna terhadap tindakan memilih partai politik, maka
ampuan empati yang dituntut dalam interpretasi model verstehen akan
ratasi karena penulis sudah memiliki modal pengetahuan dan
ngalaman terhadap obyek penelitian.* Melalui interpretasi ini
mudian dihubungkan dengan teori perilaku dan budaya politik,
ususnya teori voting yang telah diformulasikan dalam kerangka
pemikiran teoritis.!

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lekkong: Kebangkitan Politik Komunitas Santri

Ciri utama komunitas muslim di Lekkong adalah kesantriannya yang
ditandai dengan suasana peribadatan maupun bangunan ibadah sebagai
penjelas dari pranata keagamanaan (Islam). Dengan ciri kesantrian ini
kemudian, struktur sosial secara vertikal yang terbentuk dan besar
pengaruhnya, berupa ummat dan ulama. Para tokoh agama atau elit
santri berada pada puncak strata sosial, bersama penguasa lokal.
Komunitas muslim Lekkong dapat menjadi acuan bangkitnya politik
santri berbasis aliran atau paham yang diwakili PAN (Partai Amanat
Nasional) yang telah memiliki basis struktural dan kultural yang dalam
hal ini Muhammadiyah. Partai yang dibidani oleh sejumlah pelopor
reformasi, seperti Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
dengan cepat menyebar ke berbagai pelosok tanah air. Pada aras lokal
(Lekkong) ditandai dengan berdirinya Ranting PAN dan tampilnya 4
kader Muhammadiyah sebagai caleg tingkat kabupaten maupun
propinsi.’® Walaupun kader Muhammadiyah itu belum berhasil
mendapatkan kursi legislatif, namun sudah cukup memberi indikasi
peningkatan partisipasi politik kaum santri yang sebelumnya
terpinggirkan. Pada era Orde Baru jangankan menjadi caleg, mendukung
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partai di luar Golkar saja sudah diintimidasi dengan berbagai ma
alasan.

Meskipun di Lekkong juga sudah lama berdiri infrastruk
Muhammadiyah yang kemudian menfasilitasi berdirinya ranting P.
namun partai ini masih kalah dari Partai Golkar masih yang meraih
persen. Sisanya 14 persen diraih partai partai Islam lainnya (PPP,
dan PBB). Suara PAN itu sudah cukup memberi sinyal bangkitnya poli
santri dalam hal ini PAN yang berbasis kalangan Muhammadiy
sekaligus menunjukkan politik aliran kembali berlaku, seperti tahun 1
an. Kekalahan tipis PAN dari Partai Golkar yang diluar dugaan ini karena
Pertama, ketika pemilu berlangsung sejumlah aktifis Muhammadiyah
beserta keluarganya ke Tarakan (Kaltim) dan sejumlah mahasiswa ti
diperkenalkan memilih oleh kepala kampung karena tidak terda
Padahal mereka diyakini sebagai simpatisan PAN, setidaknya karena
berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah. Kedua, masih aktifn
mantan kepala kampung memobilisasi massa untuk mendukung Golkar,
walaupun dia telah dilengserkan dari jabatannya sebelum Soeharto
lengser (1998) yang dimotori akifis Muhammadiyah. Selama ini akti
Muhammadiyah selalu beroposisi terhadap kepala kampung yang telah
berkuasa lebih 30 tahun, hampir sama lamanya dengan kekuasaan
Soeharto.

Hubungan emosional antara penganut paham muhammadiyah
dengan PAN tampaknya tidak bisa dielakkan. Karena memang pada
umumnya jaringan Muhammadiyah itulah yang banyak digunakan oleh
PAN untuk memperluas dukungan politiknya. Selain SDM yang berlatar
belakang Muhammdiyah, PAN juga banyak menggunakan fasilitas
Muhammadiyah pada awal berdirinya, termasuk di Lekkong. Di
kampung ini memang merupakan basis Muhammadiyah yang ditandai
dengan berdiri ormas Muhammadiyah sejak 1960-an. Pada tahun 1983
berdiri cabang Aisyiah dan TK Aisyiah yang keduanya semakin
memperjelas basis kultural Muhammadiyah.

Faktor yang paling menentukan kemenangan Golkar karena hampir
semua PNS yang bukan Muhammadiyah masih mendukung Golkar,
selain para petani dan peternak sapi perah yang jumlahnya tidak sedikit.
Apalagi dukungan dari mantan kepala kampung yang masih
berpengaruh turut memperkuat barisan Golkar. Tampaknya permusuhan
dengan elit agama dari kalangan Muhammadiyah, sekaligus dengan
PAN menjadikan mantan penguasa itu bersama tokoh NU setempat yang
juga ketua kelompok Tani memperkuat barisan pendukung Golkar.
Apalagi dua orang tokoh agama yang sebelumnya konsisten
memperjuangkan politik berdasar Islam berhasil diasingkan secara tidak
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langsung, dan kemudian menetap di kota Enrekang. Keduanya pernah
menjadi jurkam Parmusi dan PPP pada pemilu 1970-an, dan pada pemilu
1999 lalu turut memperkuat barisan PPP dan PAN.

Konflik, historis antara penganut paham Muhammadiyah dengan
NU dan non-ormas yang tidak sejalan dengan misi Muhammadiyah
untuk memurnikan ajaran Islam, juga memberi konstribusi masih kurang
diminatinya PAN. Meskipun pada level nasional PAN disebut sebagai
partai terbuka, namun tidak mudah diimplementasikan pada aras lokal.
Karena para pendiri PAN pada aras lokal, rata-rata aktifis atau muballigh
Muhammadiyah, maka tidak mudah untuk diterima komunitas lain yang
berlawanan paham keagamaannya, khususnya kalangan NU. Para petani
dan peternak sebagian masih mendukung partai Golkar, terutama yang
mempunyai kepentingan atau ketergantungan dengan birokrasi
pemerintah. Bantuan sapi perah misalnya yang telah diterima sejak tahun
1980-an, masih menjadi alasan bagi sebagian warga untuk tetap konsisten
dengan Golkar. Walaun bibit ternak yang didatangkan beberapa tahun
kemudian, tidak lagi melibatkan dinas peternakan, namun dalam
pemeliharaan selanjutnya masih berhubungan dengan instansi tersebut.
Kasus tersebut menjadi salah satu bukti betapa bantuan pembangunan
sebagai instrumen politik Orde Baru, masih sangat berpengaruh
meskipun sudah dalam era reformasi.

Padang Malua: Akomodasi Komunitas Tradisional-Abangan

Meskipun di Padang Malua banyak simpatisan NU yang tradisional,
namun sebagian besar dari mereka dikategorikan sebagai abangan. Hal
ini ditandai dengan kepercayaan berbau sinkretik yang masih melekat
pada sebagai besar komunitas muslim ini. Karena itu, maka elit adat
juga masih besar peranannya dalam kehidupan sosial politik, dibanding
dengan elit agama dan birokrasi. Tidak heran jika komunitas muslim ini
masih banyak diwarnai berbagai bentuk mistifikasi yang sedikit tidaknya
berperan dalam arena politik. Penduduk Padang Malua yang sebagian
besar sebagai petani dan peternak (sapi perah) dengan tingkat pendidikan
rendah yang ditandai banyak angka putus sekolah menjadikan komunitas
ini lebih terintegrasi dan akomodatif terhadap mobilisasi politik. Karena
itu tidak mengherankan jika, komunitas muslim Padang Malua ini
sebagian besar mendukung Golkar, baik dari kalangan NU dan
simpatisannya, dan dari non-ormas. Memang di Padang Malua sejak
awal telah mendukung Golkar, hanya ada segelintir saja yang masih
mendukung PPP. Itupun dari kalangan Muhammadiyah yang masih
konsisten dengan pilihan sebelumnya.

Padang Malua sebagai komunitas muslim yang selain dikategorikan
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abangan atau kampungan juga sebagian termasuk santri tradisional,
sudah wajar jika sebagian besar memilih Golkar. Dengan tradisi seperta
itu mereka tidak terlalu fanatik untuk memperjuangkan suatu paham
atau idiologi tertentu, kecuali ibadah mahdah. Hal ini ditunjukkan dam
pilihan politik para elit, baik dari elit tradisional (abangan dan atau NU}
yang sejak pemilu 1987 yang sudah mendukung Golkar. Dalam struktur
sosial seperti ini justru lebih mudah bagi elit untuk mengalihkan pilihan
politik komunitas muslim, karena bagi mereka penting menjaga
keharmonisan hubungan dengan elit. Ketergantungan pada mereka
dalam berbagai urusan masih cukup tinggi yang menjadi pelindung atau
patron.

Meskipun komunitas muslim di Padang Malua sebenarnya banyak
yang berafialiasi dengan NU, namun basis strukturalnya yang tidak eksis
sehingga partai berbasis NU (PKB) belum efektif menjalin komunikas:
dengan warga nahdiyin. Karena itu tidak mengherankan jika
kebanyakan mereka masih tetap memilih Golkar. Apalagi pengurus partas
yang mensosialisasikan misi PKB masih usia mudah dan belum
berpengalaman dan belum dikenal luas.’” Apalagi obyek sosialisasi
politiknya pun masih terbatas di kalangan keluarga dekat. Karena itw
PKB belum banyak mengambil simpatik komunitas muslim ini, termasuk
dikalangan simpatisan NU sendiri. Akibatnya mereka sulit mengem-
bangkan komunikasi politik yang memadai untuk mempengaruhi pemiliky
kembali ke habitatnya yang sebelumnya sudah bergabung dengan Golkar.
Berbeda dengan Muhammadiyah yang memanfaatkan jaringan
organisasi terbawah untuk mensosialisasikan misi partai. Persamaannya,
selain keduanya memanfaatkan hubungan kerabat, juga keduanya
berusaha menggugah emosi keagamaan dengan memanfaatkan simbol-
simbol primordial, walaupun kedua metode ini belum maksimal hasilnya.

Selain dengan pendekatan kekerabatan, di Padang Malua juga
terdapat kelompok tani yang walaupun tidak diakui oleh pengurusnya
sebagai underbow PKB, namun tampak dari sejumlah pengurus intinya

merupakan aktifis PKB. Apalagi dengan menggunakan nama Mesa Bija

yang dalam bahasa daerah setempat berarti satu keturunan. Hal ini sesuas
dengan jaringan PKB yang untuk saat ini masih lebih banyak
memanfaatkan jaringan kekerabatan. Pola demikian sejalan dengan
tradisi di kalangan NU yang menggunakan hubungan nasab sebagai
instrumen untuk mempeluas pengaruh dan membangun jaringan,
terutama merekrut massa.’® Para pemilih di luar Golkar yang dapat
diidentifikasi antara lain PAN yang di dukung kalangan Muhammadiyah-
Selain itu pemilih yang sebelumnya (1997) masih konsisten mendukung
PPP, tetap memilih partai itu, walaupun mereka merupakan aktifis
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Muhammadiyah. Jadi tidak semua warga Muhammadiyah mendukung
PAN, tetapi masih ada yang tetap di PPP.

Perilaku pemilih dari kalangan simpatisan NU yang tidak memilih
Golkar, sudah mulai mendukung PKB, partai yang dibidani oleh tokoh
NU. Dengan jumlah 30-an atau 19 persen sudah cukup memberikan
indikasi akan bangkitnya dukungan politik kaum Nahdiyin. Hanya saja
pada pemilu lalu sosialiasi politiknya belum maksimal, selain karena
terbatasnya waktu, juga karena kader PKB belum berpengalaman dan
tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakat. Pemilih PKB, selain keluarga
dekat salah seorang caleg PKB, juga dari kalangan muda yang solider
dengan percalonan kerabat mereka.”

Dominasi Golkar di Padang Malua selain atas dukungan para PNS,
petani dan peternak, terutama karena mantan penguasa (kepala
kampung) Lekkong yang menjadi motor mobilisasi politik Golkar selama
10 tahun terakhir masih aktif melakukan misinya. Hasil-hasil
pembangunan pemerintah Orde Baru masih merupakan kata kunci untuk
menjalankan misinya, selain dengan ancaman. Hal ini sejalan dengan
sikap politik kepala kampung Padang Malua (seorang PNS di Depag
yang telah diperpanjang masa dinasnya sebagai pengawas sekolah) yang
akomodatif dan masih mendukung Golkar. Para simpatisan NU yang
banyak mendiami komunitas ini sangat akomodatif terhadap desakan
politik dari pemerintah turut memberi konstribusi kemenangan Golkar.
Tampaknya, mereka masih dihantui oleh situasi politik era Orde Baru
yang represif, apalagi lokasi pemukimannya termasuk pedalaman yang
rawan menjadi sasaran sindikat pencurian sapi atas motif politik.

Afialisi pada Golkar juga dimungkinkan karena komunitas ini selalu
mendahulukan integrasi sosial, khususnya kerukunan antar warga dan
hubungan dengan pemerintah yang dilambangkan dengan memilih
Golkar.? Maklum selama puluhan tahun, orang yang memilih selain
Golkar beresiko untuk dicap sebagai anti atau melawan pemerintah.
Indikasi mengedepankan integrasi sosial, dibuktikan dari usaha mereka
untuk memisahkan diri, baik dalam urusan ibadah maupun pemerin-
tahan dari Lingkungan Lekkong. Sejak 1997 mereka menyelenggarakan
jumatan dan lebaran, serta membentuk lingkungan sendiri bersamaan
dengan pemekaran desa setahun kemudian.

Pendidikan sebagai salah satu instrumen pencerahan dalam
kehidupan politik tampaknya masih belum berlaku di Padang Malua.
Komunitas ini masih terbatas yang menempuh pendidikan tinggi. Baru
ada sejumlah sarjana namun mereka pun umumnya menetap di luar
kampung (kota). Generasi muda putus sekolah cukup banyak yang
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kemudian mereka menjadi petani dan perantau ke Malaysia (TKI). Ka
itu pendidikan sebagai instrumen pembebasan bagi komunitas musk
untuk menentukan afialiasi politiknya tampak belum bisa diharapk:
Berbeda dengan Riso dan Lekkong, di mana kaum terpelajar sudah m
memainkan peran yang cukup berarti, termasuk dalam kehidupan poli
lokal dan birokrasi pemerintahan.

Riso: Konsistensi Komunitas Muslim Semi-Urban

Komunitas muslim Riso dapat dikategorikan sebagai semi-urbs
mengingat lokasinya yang cukup dekat dari kota kabupaten. Meskipe
kota dimaksud lebih mewakili sebagai pusat pemerintahan das
perdagangan berskala sedang, namun pengaruh kehidupan kota sudal
sangat terasa, terutama disektor birokrasi dan perdagangan. Lokasi Ris
yang berada di pinggir jalan raya (negara) yang menghubungkan antas
kabupaten Tator (DTW di Sulsel) dengan Pare-Pare dan Makassar
sehingga padat dilalui kendaraan beroda empat. Situasi ini semaki
memperbesar ruang bagi komunitas ini berinteraksi dengan atam
dipengaruhi kehidupan kota yang sedikit tidaknya berpengaruh pada
kehidupan sosial ekonomi. Tidak mengherankan jika proporsi warga yang
bekerja disektor modern, (birokrasi dan pengusaha) lebih besar dibanding
dengan dua komunitas lainnya.

Dengan demikian komunitas muslim di Riso menjadikan PNS atau
birokrasi pemerintahan sebagai tempat menggantungkan penghidupan-
nya. Sekitar 20 keluarga keluarga yang terserap di sekor birokras:
pemerintahan, dan sejumlah 20 persen lagi mempunyai anggota keluarga
lebih dari satu (2-4) yang menjadi PNS. Walaupun tidak semua anggota
keluarga tersebut menetap di Riso, tetapi kebanyakan masih berdomisili
si sekitar kampung, dan sering ulang alik dari dan ke Riso. Karena itu
kontrol mereka terhadap keluarga jika ada pengaruh dari luar masih
kuat, sehingga tidak mudah beralih pilihan politiknya. Yang lebih menarik
lagi karena mereka tersebar di berbagai instansi atau departemen, di
bidang pendidikan, koperasi, agama dan pekerjaan umum. Para PNS
itu, yang paling banyak adalah guru, khususnya guru umum. Berbeda
dengan Lekkong yang banyak menjadi guru agama, atau berlatar
belakang pendidikan agama. Karena itu, wajar jika ketergantungan
komunitas muslim ini pada birokrasi yang juga merupakan mesin politik
Orde Baru cukup tinggi. Karena itu, mobilisasi terhadap PNS untuk
mendorong keluarganya, baik yang sekasur dan seperiuk (rumah tangga)
meminjam jargon politik Golkar, sangat efektif mendorong komunitas
ini untuk tetap konsisten memilih Golkar.

Pemilu 1999 lalu menjadi gambaran konsistensi komunitas muslim
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dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di Riso untuk mendukung
Golkar. Sejak awal orde baru komunitas kampung yang berlatar pekerjan
yang variatif ini memang mayoritas memilih Golkar. Pengaruh PNS
(birokrasi) yang tersebar diberbagai instansi berperan penting untuk
mengantarkan Golkar sebagai peraih suara terbanyak, bahkan masih
menjadi partai hegemonik. Hal ini sejalan dengan teori Lazerfeld, di mana
pemilih cenderung tetap memilih partai yang dipilih sebelumnya dan
dipilih oleh keluarganya, terutama yang berlatar belakang keluarga
PNS.2

Di komunitas ini terdapat pula sekelompok orang yang membagi
suaranya menurut tingkatan pemilihan. Di Tingkat pusat memilih Partai
Golkar, tetapi di tingkat daerah memilih PKB. Pemilih kategori ini, selain
mendukung anggota kerabat yang menjadi caleg DPRD kabupaten, juga
mendukung Golkar untuk DPR. Dukungan Golkar ini merupakan
perwujudan dukungan pada B.J. Habibie sebagai calon persiden dari
Partai Golkar. Salah seorang anggota keluarga Riso yang menjadi Caleg
PKB sebenarnya berasal dari Kabupaten Sidrap, daerah asal ketua umum
DPP PKB Kuningan, Dr. Alwi Shihab.? Karena itu menjadi wajar ketika
perolehan suara PKB di DPRD kabupaten lebih tinggi (14 suara) dari
suara DPRD propinsi dan DPR pusat, yang hanya 4 suara. Para pemilih
PKB versi ini berasal dari keluarga dekat pihak istri caleg tersebut yang
berprofesi sebagai pedagang. Pola perilaku versi ini menunjukkan,
hubungan kerabat lebih penting ketimbang karena sealiran.

Selain PKB dan Golkar yang perlu dicermati karena jumlah suara
PAN dan PPP yang nyaris mencapai 10 persen. Pendukung PAN berasal
dari aktifis Muhammadiyah yang dipelopori sendiri oleh kepala kampung
yang sekarang menjadi kepala SMU Muhammadiyah di Enrekang.
Bahkan sebelumnya dia merupakan salah seorang pendiri dan pengurus
PAN, namun karena kebijakan politik yang melarang PNS menjadi
pengurus partai sehingga keluar dari PAN.

Faktor organisasi keagamaan, faktor etnisitas atau hubungan kerabat
tampaknya lebih menentukan dalam mendukung partai dari pada faktor
keagamaan. Hal ini mengingat ada sejumlah kader partai atau tokoh
masyarakat yang menjadi caleg, khususnya partai Islam. Di PPP misalnya
baik dari Padang Malua, maupun Riso menjadi caleg yang mewakili
kecamatan Enrekang dan Maiwa, meskipun keduanya tidak terpilih
menjadi anggota dewan di tingkat kabupaten. Demikian pula PKB dan
PAN juga menempatkan caleg dari Padang Malua dan Lekkong. Bahkan
PAN menempatkan 3 orang, masing-masing 2 orang tingkat kabupaten
dan 1 orang tingkat propinsi. Penempatan caleg dari komunitas itu belum
memberi pengaruh yang signifikan, masih kalah pengaruh dengan
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pencalonan Habibie sebagai presiden. Pencalonan tersebut manjads
komoditas politik yang laris, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetaps
juga kawasan timur Indonesia.

Bahasan: Perbandingan Perilaku Voting

Meskipun secara georafis ketiga kampung ini berdekatan, dan secara
sosio-kultural memiliki hubungan di mana ada sejumlah orang yang
masih mempunyai hubungan kerabat, serta berada dalam satu desa
namun memiliki sejumlah perbedaan yang cukup berarti, baik dari segs
sosial ekonomi dan dinamika politik. Secara sosio-historis ketiga komunitas
ini terdapat konflik terselebung antar sejumlah warga. Konflik la
antara sebagian komunitas Riso dan Lekkong karena faktor sejarah politik
pada masa DI/TII. Sedangkan Lekkong dan Padang Malua karena
perbedaan paham keagamaan, di mana paham tradisional NU dianut
oleh komunitas muslim Padang Malua, sedang Muhammadiyah dianut
sebagian besar komunitas muslim di Lekkong. Selain itu di Riso yang
banyak dihuni birokrat dan pensiunan militer, menjadi pilar politik orde
baru yang mengedepankan stabilitas politik, sementara di Lekkong
sebagian bercokol penganut paham Islam-politik radikal yang merupakan
residu dari gerakan DI/ TII pimpinan Kahar Muzakkar. Dengan adanya
konflik tersebut menjadi peluang perbedaan variasi perilaku politik
terutama dalam konteks sikap komunitas terhadap mobilisasi selama Orde
Baru dan implikasinya hingga Orde Reformasi.

Perbedaan ciri sosial-budaya dimana Lekkong merepresentasi santm
modern, Padang Malua representasi abangan-santri tradisional, dan Rise
yang dekat dengan budaya priyayi (semi urban), memberi pengarul
tersendiri. terhadap variasi kepentingan dan komitmen pada cita-cita
sosial politik Islam, serta situasi politik yang dihadapi pada suatu kurus
tertentu. Hal ini semakin terlihat pada pemilu 1999 lalu di mana
kebebasan untuk memilih partai lebih terbuka dan rasa takut semakin
berkurang dibanding dengan pemilu sebelumnya, meskipum
perubahannya belum begitu signifikan, kecuali di Lekkong. Hal ini sangat
mungkin mengingat telah puluhan tahun Golkar sebagai partas
pemerintah melakukan mobilisasi dan tekanan politik secara sistematis.
mulai dari deidiologisasi partai dan politik massa mengambang sampas
kekerasan politik.

Selain dengan menghubungkan antara ciri masyarakat juga
dikaitkan dengan politik aliran dan patron client. Karena pada komunitas -
santri, patronnya terutama pada elit agama, maka afialisasi politiknya |
sesuai dengan afiliasi politik elit tersebut. Demikian pula komunitas
abangan dan priyayi juga mengikuti patronnya. Pada pemilu 1999 lala
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ketiga komunitas ini masih menganut paham aliran, namun yang paling
menonjol berupa politik etnis atau politik kerabat. Dengan pola ini maka
partai yang didukung terutama yang memasukkan kerabat dekat sebagai
caleg, meskipun berada diurutan terbawah (bukan nomor jadi).
Walaupun mereka sebagian besar diantaranya masih mempunyai
hubungan kerabat, tetapi diprioritaskan yang paling dekat hubungan
kekerabatannya. Namun, pola perilaku ini tampaknya tidak berlaku bagi
kalangan Muhammadiyah yang mendukung PAN, yang tidak terlalu
memperdulikan hubungan kerabat yang penting sesuai dengan aliran.

Gambar 1. Persentase Perolehan Suara Partai Politik
Pada Pemilu 1999 Menurut Kampung
(N1=121, N2=186, N3=220)

Lekkong Padang Malua Riso
BGolkar OPKB EPAN OPPP EPBB MIlainnya

Sumber : Diolah dari data primer dan Data Kecamatan Enrekang, 2002

Hasil pemilu 1999 masih didominasi Golkar (73 persen) di komunitas
muslim semi-urban (priyayi), sedang partai lainnya hanya sekitar 27
persen. Di Lekkong PAN mampu mendekati suara Golkar dengan selisih
hanya sekitar 4 persen. Hal ini menunjukkan kembalinya para aktifis
Muhammadiyah ke habitatnya yang sebelumnya memilih Parmusi pada
awal Orde Baru. Walaupun di PPP ada unsur MI (Muslimin Indonesia)
yang berasal dari Muhammadiyah, namun sudah ditinggalkan, kecuali
elit agama yang tidak berafiliasi ke Muhammadiyah atau NU. Karena
itu, perilaku memilih ketiga komunitas muslim menunjukkan belum
maksimalnya dukungan pada partai yang mencita-citakan berlakunya
sistem politik Islam. Kecenderungan ini tidak hanya berlaku bagi
komunitas non-santri, tetapi yang santri sekalipun juga belum mencapai
suara mayoritas. Karena itu jangankan pada era Orde Baru yang memang

tidak demokratis, era reformasi sekalipun suara ummat masih sebagian
besar disalurkan pada partai yang tidak berbasis cita-cita politik Islam.?
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Hal ini mengindikasikan bahwa politik amar ma'ruf yang dikuman-
dangkan partai berbasis Islam, kurang menyentuh persoalan komunitas
muslim sebagai pemilih mayoritas.

Partai Islam belum mampu mengimbangi Golkar, tidak hanya pada
komunitas muslim kategori abangan-tradisional dan priyayi, tetapi juga
pada komunitas muslim dengan kategori santri sekalipun. Walaupun
keempat partai bernafaskan Islam bergabung, aggregate suaranya hanya
mencapai 37 persen, sementara Golkar unggul dengan 61 persen. Dengan
kencenderungan ini menunjukkan bahwa partai Islam belum manjadi
pilihan utama ummat untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya.
Karena itu, aliran keagamaan belum sepenuhnya berlaku terutama di
luar paham Muhammadiyah. Perubahan rezim Orde Baru ke Orde
Reformasi tampaknya belum banyak memberi kebebasan pada warga
untuk memilih sesuai dengan kehendak politiknya. Format politik Orde
Baru yang telah berlangsung puluhan tahun, tampaknya sudah
mengakar di kalangan komunitas muslim desa, sehingga memerlukan
waktu yang panjang pula untuk mendewasakan komunitas tersebut
dalam berdemokrasi. Pemahaman terhadap makna demokrasi hanya
ldillzahza:mi oleh sebagian kecil masyarakat, khususnya di kalangan elit
okal.

Faktor hubungan kerabat dan patron client cukup besar pengaruhnya
terhadap variasi pilihan para pemilih. Di Lekkong terutama berlaku
paham keagamaan dan patron. Politik aliran terutama berlaku kalangan
Muhammadiyah, sedangkan patron-client pada mantan kepala kampung.
Namun dikalangan Muhammadiyah pula berlaku patron client, karena
elit Muhammadiyah telah pula berperan sebagai patron bagi
pengikutnyya. Di Padang Malua, terutama berlaku politik patron dimana
mantan kepala desa dan kepala kampung masih menjadi patron bagi
sebagian besar komunitas muslim. Sementara itu di Riso terutama karena
faktor kepentingan ekonomi karena dari ketiga kampung ini warga Riso
paling banyak bekerja disektor birokrasi pemerintahan, sehingga berlaku
teori rasionalitas yang mementingkan kelangsungan hidup pemilih.

Politik kerabat berlaku pada partai-partai Islam, baik PAN, PKB dan
PPP. Dengan instrumen hubungan kerabat maka elit politik di kota
memanfaatkan keluarga di komunitas ini untuk menjadi broker atau kaki
tangan partai. Pola ini menjadi sangat wajar, karena partai Islam lebih
banyak memanfaatkan sentimen keagamaan yang juga berlaku dalam
hubungan kerabat. Dengan demikian sebenarnya variasi pemilih tidak
hanya dapat ditelusuri melalui aliran dan hubungan patron client, tetapi
juga hubungan kerabat. Dari ketiga partai Islam di atas, tampaknya PKB
yang paling menonjol memanfaatkan politik hubungan kerabat, disusul
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kemudian PAN dan PPP. Jadi kedekatan hubungan kerabat juga dibingkai
dengan kesamaan organisasi keagamaan yang selanjutnya potensial
terafiliasi dalam satu partai politik (cross-cutting afiliation).?

Variasi perilaku memilih komunitas muslim ini tidak hanya dida-
sarkan pada persamaan paham keagamaan (aliran), tetapi juga
hubungan patron client dan hubungan kerabat. Ketiga pola hubungan
ini semakin memperkuat integrasi antara pemilih dengan elit lokal dan
elit politik di kota. Persamaan paham dan hubungan kerabat memang
cukup efektif menggugah solidaritas sosial yang mengarah pada
dukungan politik (cross-cutting loyalities). Namun pola hubungan yang
berimplikasi pada dukungan politik ini tampak pada era reformasi atau
pemilu 1999 lalu. Pola perilaku memilih yang mengedepankan paham
keagamaan atau ikatan aliran, kepatuhan pada patron, dan karena
kedekatan hubungan kerabat semuanya cenderung bersifat primordial,
terutama jika tidak didasari sikap kritis terhadap perilaku para elit
politik. Namun tetap perlu digarisbawahi, bahwa sejumlah kalangan
dari komunitas muslim berada pada posisi teralienasi dari dinamika
politik, sehingga memilih partai berbasis Islam sebagai wadah artikulasi
kepentingan politik.

PENUTUP

Variasi pilihan politik, selain karena pemilih relatif bebas menya-
lurkan aspirasinya, tetapi juga karena partai berbasis Islam kembali
membangun jaringan politik seperti tahun 1950-an. Dukungan pada
partai Islam meningkat dari 8 persen menjadi 29 persen dibanding pemilu
1997, sedang Golkar menurun dari 92 persen menjadi 61 persen pada
Pemilu 1999. Pergeseran dukungan politik dari Golkar ke Partai Islam,
khususnya PAN terutama berlaku di komunitas santri, sedang komunitas
lainnya pergeserannya belum signifikan.

Peranan elit agama dan politik lokal sebagai patron masih sangat
menentukan kemana komunitas muslim itu memberikan suaranya, dan
variabel inilah yang paling menentukan dalam memilih partai politik
setiap pemilu. Karena itu, komunitas yang didominasi elit santri pada
umumnya mendukung partai Islam seperti PAN di Lekkong. Sebaliknya
komunitas yang didominasi elit politik dan birokrasi seperti di Riso
umumnya tetap konsisten mendukung Partai Golkar. Mobilisasi politik
melalui birokrasi, monoloyalitas PNS, politik massa mengambang, dan
politik uang (money politics) sebagai karakter Golkar ternyata masih
berlaku pada era reformasi ini.

Variasi dan pergeseran perilaku memilih tidak hanya dipahami
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sebagai percaturan politik kepartaian, tetapi juga sebagai wuj
persaingan antar elit lokal untuk memperkuat posisi atau kepentin
ekonomi politiknya. Elit lokal sebagai patron menggiring massa (cla
untuk memilih partai sesuai afiliasi elit. Sejumlah pemilih lain 1
mempertimbangkan kedekatan hubungan kerabat dalam memilih p
ketimbang faktor rasionalitas. Dengan demikian pola perilaku me
seperti ini menjadi indikator masa transisi demokrasi di tanah air
masih perlu terus didewasakan.
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